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DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAILA ESA
BUPATI DEMAL,

baivwa berdesarkan Peraturan Dacrali Kabupaten Demal Nomor 4 Tahun
2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisesi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Dacrab i lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak merupakan lembaga
tekmis doceah ;

bahwa dengan twelaly terbentulinya Dings Koperia, Kependudukan dan
Reluarga Berencana, maka wrusan Lependudukaay menjadi urusan yang
pelaksanaan tugasnvia tidak mienjadi bagion dari Kanler Kependudukan
dan Catatan Sipil ;

babiwa berdasarkan Peraturan Pemernntah NMomo: 8§ Tahun 2003 lentang
Pedoman Organisasi Peranghut Dacrab serta beban tugas yang begity
hompleks maka dipandang perlu untuk merinjau dan membentuk susunan
organisasi dan tata kerja Kantor Catatan Sipil |

bahwa sehubungan dengan hal terscbut hurul” &, b dun ¢ masa perlu
ditetapkun dungan Peraturan Daerah .

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 wentang Pemoentuban Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok-pokok
Kepepawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Undang-undang Nomaor 22 Tahun 1999 lentang Pemernimtahen Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaban Lembaran Nepar
Momor 3480}

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangen Kouangan
antara Pemerintah Pusal dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 3848) ;

tindang-undang Nomor 43 Tabun 1999 temtang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomaor 169, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3490 ;



6. Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat [1 Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara [Homor 3079) ;

7. Peraturan Pemenimtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ,

8. Peraturan Pemenintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undingan dan tentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

). Keputusan Menteri Dalam Negeri dan (htonomi Daciah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Matent Muatan Produk-produk
Hukum Daerah |

. Keputusan Mentern [idam Negen dan Ownomn Dacrah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah |

12, Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Momwor 4 Tabon 2000 entang
Pembentukan, Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemenintah Kabupsiten Demak

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN DEMAK
¢ MEMUTUSKAN :

- =

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pusal |

Datam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan
Daeruh adalah Kabupdten Demak |
b. Bupati adalah Kepala Daeruh Kabupaten Demak |

c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupau beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

d. Kantor Catatan Sipil adaluh Kantor Cutatan Sipil Kabupaten Demak
adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaien Demak vang mempunyal
tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi khususnya pencatatan dan
penerbitan akta |

e, Jabatan struktural adalah swatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pepawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin sualu organisasi negara ;



f. Jabatan fungsional adalah kedudukar, yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab dan hak sescorang Pegawa Megen dalam rangka menjulankan
lugas pokok dan fungsi keahlian dan ateu ketrampilan unsk mencapai
tujuan orgganisasi

; BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOIL DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak adalah unsur
pelaksana tehnis daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
1) Kantor Catatan Sipil adalah merupakan unsur penunjane Pemerintah Kabupaten dibidang
Pendafiran, pencatatan dan penerbitan akta |

(2) Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Karntor vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupatt melalui Sekretaris Daerai.

Bagian Kedua
£ Tugas Pokok
Pasal 4

Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membanty Bupati dalam penyelenguaraan
Pemerintahan Daerah dibidang pendaftaran , pencatatan dan penerbitan akta

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 , Rantor Catatan Sipil mempunyai

fungsi :
1. Pembinaan umum teknis berdasarkan Kebijakaan vang ditciapkan oleh Menteri Dalam
Negeri ;

b, Pendafaran , Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran, Akt Perkawinan . Akta Perceraian
Akla Kematian |, serta Akla Pengakuan wnak dan Pengesaban amk
¢ Penvelenggaraan Penyuluhan

BAR I
ORGANISASI
Bagian Pertama

susunan Organisasi
Pasal 6

(1] Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil terdiri dari -
a. Kepala Kantor :
b. Sub Bagian Tata Usaha



c. Sekst Pelavanan Pencatatan |
d. Seksi Penyuluhan :
e. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua
Repala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor memimpin nelaksanaan tugas Tungsi sebasamana dinaksud Pasal 2 dan 3
Peraturan Daerah ini.

Buagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
i Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan
program keuangan, Kepegawaian , perlengkapan dan perawatan rumah tangea, surat menyurat
dan kearsipan.

Pasal @

Lintuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini |, Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;

d. Penyusunan rencana dan program laporan serta evaluasi |

b Pengelolaan keuangan ;

2. Pengelolaan urusan adminmistrusi kepegawaran |

d. Pengelolaan urusan rumah tangea, perlengkapan ;

¢ Pengelolaan urusan surat menvurat dan kearsipan |

Bagian keempat
ackst Pelavanan Peneatatan
Pasal 10

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok meiaksanakan tugas pokok Kantor Catatan
Sipil dibidang pelayanan pencatatan penduduk warga Negara Indonesia dan wargn negara asing,

Pasal 11

Seksi Pelayanan Pencatatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi

. PelaKsanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan peneletian berkas pencatatan,
pengeloaan data, serta penerbitan akta kelahiran bagi warga Negara Indonesia dan warpa
negara asing,

b. Pelaksanaan pencatatan dan pendallaran, pemeriksaan dan peneletian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bawi wurea Newvara Indonesia dan wares
negara asing;

¢. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan peneletian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta penerbitan akta perceratan bagt wirga negara Indonesia dan warga
negara asing,

d. Pelaksanaan pencﬂfﬂtan dan pendaftaran. pemenkssan dan penelitian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta penerbitan akie kematian g wirga Negara Indonesia dan warga
negara asing;
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Pelaksanaan pencatatan dan pendaflaran, pemeriksaan dan peneletian berkas pencatatan
pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi warga negara
Indonesia dan warpa negara asing: '

I. Pelaksanaan pencatatan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak diluar
negern,

. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan,

serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama,

5

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan
Pasal 12

Scksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian twpeas Kantor Catatan Sipil
dibidang penyebarluasan informasi, penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran wargea
dalam kepemilikan akta.

Pasal 13

Seksi Penyuluhan dalam menjalankan tugas pokok mempunvai [ungsi -

a. Penyiapan bahan dalam rangka penyebar luasan informasi bagi warga MNegara Indonesia dan
WATga negara asing, -

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyuluban pendaftaran, pencatatan dan penerbitan akta
bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing;

¢. Pelaksana penyuluhan pendafiaran, pencatalan dan penerbitan akia bagi warpa Mepara
Indonesia dan warga negara asing,

BAB III
Bagian Pertama
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsionad mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Catatan
5ipil sesuai dengan keahlian, keadaan dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional vang terbagi dalam berbagai
kelompok sesual bidang keahliannya;

(2} Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sehagaimana dimaksud dalam avat (1) dipimpin oleh
seorang enaga fungsional yaneg ditunjuk,

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebapaimana dimaksud avat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

{4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatar sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16

Pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan [Fungsional wajib
menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari lingkungan masing-masing maupun
© Antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta instansi lain diluar
Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

netiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bilamana
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-uadangan vang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan seria petunjuk bagi pelaksanaan tuges.

Pasal 19

betiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuht peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan secara periodik dan tepat pada waktunya.
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Pasal 20

setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Pasal 21

Penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan iepada pimpinan
satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Pelaksanaan tugas seitiap pirapinan satuan organisasi dibaniu oleh staf dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing maka wijib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 23

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabwpaten Demak adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakam Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
" Daerah ini.
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BAB V 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian distur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam - Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,

BAB VI
& KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran V Peraturan Dasrah Kabupaten
Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susuran Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dinvatakan tidak
perlaku. .

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan .

R Agar setiap orang mengetahuinya memeriniahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
déngan penempatannya dilam Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Disetujui DPHD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/LFRL/2004
Tanggal 15 Januari 2004 . :

LDiundangkan di lemak
pada tanggal 15 Januari 2004
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001
fentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
merupakan‘lembaga teknis daerah | .

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomaor ¢ Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan beban tugas yang begitu kompleks serta
dengan dibentuknya Dinas Koperasi, Kependudukan dan Keluaga Berencana maka periu
meninjau dan membentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan

Sipil Kabupaten Demak

Bahwa untuk maksud tersebut periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal | s.d 27 + Cukup jelas .

******Lﬂi&&&&&*****‘



KANTOR CATATAN SIPIL,
KABUPATEN DEMAK

LML LVAIY L CRIKA L UKAN DAKRAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR q TAHUN 2004
TANGGAL 15 JANUART 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORCANISASI DAN
fH . TATA KERJA KANTOR CATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK

KEPALA | j

JABATAN
FUNGSIONAL

( SUB BAGIAN |

TATA UUSAHA

¢ SEKSI
g ~ PELAYANAN
PENCATATAN

PENYULUHAN
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